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Abstrak : - Bahwa untuk mewujudkan Provinsi Daerah Khusus lbukota 

Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang pesat 

dan maju berdasarkan perencanaan pembangunan 

ekonomi nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, perlu penyelenggaraan perindustrian 

yang diarahkan pada industri teknologi tinggi dan industri 

kreatif, dengan strategi meningkatkan kapasitas dan 

intensitas pusat kegiatan primer dan sekunder untuk 

mewadahi industri berskala kecil, menengah nasional, dan 

internasional dan dalam rangka melaksanakan sebagian 

kewenangan penyelenggaraan perindustrian yang 

dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan dan dalam rangka 

pembinaan terhadap industri khususnya industri kecil, 

menengah dan kreatif, perlu pengaturan dengan Peraturan 

Daerah.  

 

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat 

(6) UUD Tahun 1945, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 12 

Tahun 2011, UU No. 3 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 

2014, PP No. 14 Tahun 2015, PP No. 41 Tahun 2015, PP 

No. 107 Tahun 2015, PP No. 142 Tahun 2015, Perda No. 1 

Tahun 2012, Perda No. 2 Tahun 2010, Perda No. 2 Tahun 

2013, Perda No. 2 Tahun 2010. 

 

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai tugas dan 

wewenang Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban, 

Penyelenggaraan Perindustrian, Perizinan, Kerjasama dan 

Kemitraan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, 

Retribusi, Penanaman Modal Sektor Industri dan fasilitas 

industri; Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan 

dan Pengendalian, sanksi administratif dan penyidikan. 

 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan, 26 Juni 2018. 

- 52 hlm. 

 


